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Diskres memberikan kebebasan bagi pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam menyelesaikan

permasal ahan-permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan publik. Agar diskresi tersebut
ditaati, maka menjadi perlu untuk menuangkan diskresi ke dalam suatu instrumen hukum. Berdasarkan UU
No. 30 Tahun 2014, diskres dituangkan dalam instrumen hukum keputusan. Sementara, para ahli
berpendapat bahwa instrumen hukum diskresi adalah beleidsregel atau peraturan kebijakan. Peraturan
kebijakan ini dapat berbentuk peraturan, keputusan, instruksi, pengumuman, dan surat edaran. Perbedaan
pandangan ini pun menimbulkan pertanyaan sebenarnya instrumen hukum apakah yang tepat untuk
membungkus suatu diskresi. Berdasarkan studi kasus di Pemerintah Provinsi DK Jakarta, ditemukan bahwa
diskresi di bidang pelayanan publik dituangkan ke dalam instrumen hukum Peraturan Gubernur, Keputusan
Gubernur, dan Instruksi Gubernur. Keputusan Gubernur yang merupakan hasil dari kewenangan diskresi
memiliki sifat konkret, final, dan berakibat umum. Sementara Peraturan Gubernur yang merupakan hasil
dari kewenangan diskresi memiliki sifat norma umum, abstrak, dan terus menerus, namun hanya berlaku
bagi pejabat pada Pemerintah Provinsi DK Jakarta. Peraturan Gubernur hasil dari kewenangan diskresi
inilah yang disebut sebagai peraturan kebijakan. Walaupun berlaku internal, Peraturan Gubernur memiliki
relevansi hukum, sehingga secara tidak langsung memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Sementara
terkait diskresi yang dibungkus dengan suatu Instruksi Gubenur, sebenarnyaterjadi ketidaktepatan ketika
suatu diskresi dibungkus dengan Instruksi Gubernur dikarenakan menyalahi esensi dari Instruksi Gubernur
dan memiliki norma mengikat umum, sehingga lebih tepat apabila dibungkus dalam suatu Peraturan
Gubernur apabila normanya berisi pengaturan atau pun dengan Keputusan Gubernur apabila normanya
beris penetapan.

<hr>Discretion gives freedom for government official to decide the best decision that he she can make to
solve problems during the implementation of public service. Discretion needs alegal instrument to make it
obeyed by the people. According to Act No. 30 Yr 2014, theright legal instrument for discretion is a decree.
In the other hand, according to several opinions by jurists, the right legal instrument for discretion is
beleidsregel. Beleidsregel can be shown as Act, Decree, Instruction, etc. Therefore, thereis a difference
between Act No. 30 Yr 2014 and jurists rsquo opinions on the right legal instrument for discretion.
According to study case on Government of Jakarta, Governor used Governor Act, Governor Decree and
Governor Instruction as legal instrument for discretion. Governor Decree as legal instrument for discretion
has concrete and final type of norms, but it also gets legal effect on the people. Meanwhile Governor Act as
legal instrument for discretion has general, abstract and continually type of norms. Governor Act as legal
instrument for discretion can be called beleidsregel. Only government official bind by beleidsregel, but it
also indirectly tied the people. Though Governor Instruction is not the right legal instrument for discretion
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since it violates the quintessence of Instruction and it bind the people.



